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Jokowi persilakan
masyarakat
berbondong-bondong
ke MK.

JAKARTA —Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD,
DPRD (UU MD3) tetap sah meski
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ti-
dak menandatangani undang-un-
dang tersebut. Wakil Ketua DPR
Agus Hermanto mengatakan, sah
atau tidaknya sebuah undang-un-
dang sudah diatur dalam UU Nomor
12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

“Itu tentunya kewenangan Presi-
den (yang tidak ingin menanda-
tangani UU—Red), tapi memang
aturannya dalam jangka waktu ter-
tentu apabila Presiden tidak menan-
datangani dianggap tidak menolak
sehingga tetap masth bisa dilaksana-
kan,” kata Agus di Kompleks Parle-
men Senayan, Jakarta, Rabu (21/2).

Dalam Pasal 73 ayat 2 UU
12/2011 disebutkan, “Dalam hal
RUU tidak ditandatangani oleh Pre-
siden dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak
RUU tersebut disetujui bersama,
RUU tersebut sah menjadi undang-
undang dan wajib diundangkan.”

Agus berpandangan, sikap pre-
siden yang menolak menandata-
ngani UU MD3 disebabkan melihat

perkembangan terkini, misalnya
desakan agar UU MD3 diujimate-
rikan, seperti mengenai usulan
penambahan kursi pimpinan MPR,
DPR, dan DPD.

Menurut Agus, pengesahan UU
MD3 di Rapat Paripurna DPR dila-
kukan berdasarkan hal yang telah
disepakati di semua prosesnya se-
hingga disahkan. “Semuanya kami
lihat bagaimana proses ini berlang-
sung dan tentu kita melaksanakan
apa yang telah disepakati dan bisa
laksanakan sehingga kita lihat pro-
sesnya saja,” ujarnya.

Selain itu, kata Agus, DPR mem-~
persilakan masyarakat mengajukan
uji materi atas hasil revisi UU MD3
yang telah diundangkan, terutama
pasal-pasal baru yang dianggap
membuat DPR menjadi lembaga
antikritik dan superbody. Adanya
gugatan uji materi tersebut tidak
berarti menandakan pembahasan
RUU MD3 terburu-buru, tetapi hal
itu merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pembuatan UU.

“Saya mendengar sudah ada
ataupun baru berencana, tapi sudah
ada yang mengajukan uji materi.
Apabila pembuatan UU ada ma-
syarakat yang kurang sepaham, ma-
ka dapat melaksanakan uji materi
karena merupakan satu proses da-
lam pembuatan undang-undang,”
katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly mengata-
kan, Presiden Joko Widodo tidak
akan menandatangani UU MD3
yang baru disahkan oleh DPR.

Menurut Yasonna, langkah tidak

menandatangani UU MD3 tersebut -

merupakan salah satu bentuk protes
eksekutif terhadap sejumlah pasal
dalam UU MD3 yang menuai pole-
mik di masyarakat.

Kendati sudah ada di meja Pre-
siden, Jokowi belum membaca se-
cara terperinci undang-undang yang
menjadi polemik di masyarakat
tersebut. Jokowi mengaku mema-
hami keresahan-keresahan yang
timbul di tengah masyarakat. Apa-
lagi, banyak masyarakat menilai
bahwa UU itu terlalu mencampur-
adukkan antara hukum dan etika.
Bahkan, ada yang menyatakan UU
tersebut sangat politis karena semua
dicampur-campur.

Jokowi menilai keresahan itu
adalah hal wajar karena masyarakat
juga telah aktif mempelajari isi dari
UUMD3. Masyarakat pun berharap
adanya peraturan baru seperti UU
tersebut tidak menurunkan kualitas
demokrasi yang ada di Indonesia.

“Tetapi, sampai saat ini memang
sudah di meja saya danbelum saya
tanda tangani. Sampai saat ini
belum saya tanda tangani karena
saya ingin agar ada kajian-kajian
apakah perlu ditandatangani atau
tidak,” ujarnya seusai menghadiri
rakernas Majelis Dzikir Hubbul
Wathon, Rabu (21/2).

Jokowi melanjutkan, meski UU
MD3 tidak dia tanda tangani, per-
aturan tersebut tetap saja akan tetap
berjalan. Presiden pun belum bisa
memastikan apakah akan menge-
luarkan peraturan pemerintah peng-
ganti undang-undang (perppu) un-
tuk membatalkan UU MD3.

Mantan gubernur DKI Jakarta
itu pun mempersilakan jika me-

mang ada masyarakat yang ingin
menyampaikan keberatannya de-
ngan menempuh jalur hukum di
Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya
kira hal-hal tidak akan sampai ke
sana (perppu). Yang tidak setuju
silakan berbondong-bondong ke MK
untuk di-judicial review,” kata Pre-
siden. :

Wakil Ketua Umum Ikatan Cen-
dekiawan Muslim se-Indonesia
(ICMI) Priyo Budi Santoso menilai
UU MD3 telah mengancam demo-
krasi modern yang ada di Indenesia.
Karena itu, perlu adanya penjelasan
terkait substansi dari UU tersebut.

“Saya yakin ini akan terus men-
jadi hantu bagi sebagian kalangan
aktivis dan mengancam demokrasi
modern,” kata Priyo yang juga me-
rupakan Sekretaris Dewan Kehor-
matan Partai Golkar di kantor ICMI
Pusat, Jakarta, Rabu.

Menurut Priyo, terdapat tiga
pasal kontroversial dalam UU MD3.
Di antaranya Pasal 122 huruf (k)
yang mengatur penghinaan terha-
dap anggota DPR. Kedua, Pasal 73
yang menyatakan polisi diwajibkan
membantu melakukan pemanggilan
paksa bagipihak yang diperiksa oleh
DPR. Ketiga, Pasal 245 yang meng-
atur pemeriksaan anggota DPR ha-
rus dipertimbangkan oleh Mahka-
mah Kehormatan Dewan (MKD)
sebelum dilimpahkan ke presiden
untuk memberikan izin.

“Pasal 245 ini yang sering dija-
dikan kritik yang akan diujicobakan
dan diujimaterikan di MK. Ini pro-
sesnya lama. Persamaan haknya se-
perti apa?” kata Priyo.
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